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Lamp. -

Perihal :IMBAUAN

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu/
Tim Kampanye Kabupaten Labuhanbatu Utara

di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar hukum

a.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang- Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVI1/2019 tentang
Kewenangan Bawaslu terkait Nomenklatur Bawaslu dalam UU Nomor 10 Tahun 2016
dengan UU Nomor 7 Tahun 2017,

Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun
2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
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2.

Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

g. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

h. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020

tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2024;

k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota;

Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 102 Tahun
2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber)
Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024;

m. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum  Nomor

127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

n. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

dengan  Kementerian Komunikasi  dan Informatika Republik  Indonesia
Nomor:0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023
tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui
Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Isi Surat

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu dan
jajarannya melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye. Pasal 69 huruf b
Undang-Undang Pemilihan menyatakan larangan kampanye memuat hoaks, yakni
"melakukan Kampanye berupa menghasut, memfithnah, mengadu domba Partai Politik,
perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat". Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas
dan tanggungjawab pencegahan pelanggaran, khususnya pencegahan pelanggaran
konten internet (siber), Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara mengimbau kepada
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota/Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu/Tim Kampanye Kabupaten Labuhanbatu Utara agar dalam melaksanakan
kegiatan kampanye melalui konten internet harus sesuai dengan aturan perundangan-
undangan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal berikut:



1) Dalam pelaksanaan kampanye melalui konten intenet, dilarang memuat hal-hal yang
dilarang dalam kampanye sesuai dengan Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 Undang-
Undang Pemilihan;

2) Melarang setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang
menimbulkan kerusuhan di masyarakat;

3) Pasal 69 huruf b Undang-Undang Pemilihan menyebutkan bahwa: "dalam Kampanye
dilarang: menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon
Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil
Walikota, dan/atau Partai Politik;"

4) Pasal 69 huruf ¢ Undang-Undang Pemilihan menyebutkan bahwa "dalam Kampanye
dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai
Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat."

5) Melarang setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya
menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin,
disabilitas mental, atau disabilitas fisik."

6) Dalam setiap unggahan konten internet di media sosial, agar tetap berpedoman pada
mekanisme yang diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih.

MARULI SITORUS

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip



